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PENDAHULUAN 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan 

berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub 

sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan 

pemerintah desa tidak dapat lepas dari jabatan Kepala Desa. Pemerintah desa 

dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat desa yang telah 

memiliki hak pilih. Selanjutnya syarat dan tata cara pemilihan kepala desa di 

Kabupaten Padang Lawas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang 

Lawas No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, 

Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa beserta petunjuk pelaksanaannya yang 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala 

Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak, kecuali calon tunggal yang 

harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak pilih dalam 

pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati paling lama 30 hari setelah 
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pemungutan suara. 

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat 

desa. Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas 

kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan 

(kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) 

ke dalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses 

memfonnulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan 

yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (individual reference, 

social references) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan prilaku (Soemarsono, 

2002:4.5). 

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada 

perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi 

politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau 

program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang 

dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh hari sebelum 

penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang 

seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik teror dan politik 

uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang 

solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal dana besar, paling memiliki 

potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Para bakal calon 

biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya. 
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